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aranPilkelRp l,6Mggfui

gelombang. Disinggun& pihak
mana yang berhak mengeluar-
han SK dan melantik nerbekel
nanti, mengingat jabatan Bupati
Karangasem telah berakhir 21
Iuli 2015 nantinya diganti PJ Bu-
pati Karangasem. "Soal itu, bukan
kewenangan saya memberikan
penjelasan, tanyakan saia ke
Bagian Hukumi' kelitnya.

Sayangnya, Kabag Hukum I
Ketut Suwarna, iustru belum
berkenan memberikan tanglEapan
tqrl€it persoalan itu. "Saya ;Lga
belum mengetahui, kewenanmn
PJ Bupari Klrangasem nantiiya
seiauh mana. Sebab, Pf Bupati Ka-
rangasem belum ada nanti baru
dilantik2l luli 2015,'kata I Ketut
Suwarna.

Nantinya, kata Suwarna, di
pelantikan PJ Bupati Karangasem,
a ka n teru ngka p me ngena i apa saja
kewenangan Pj Bupati Karangas-
em sesuai ketentuan yang berlaku.
'Apakah boleh menleluirkan SK

tara belum bisa kita jawab;' laniut
I Ketut Suwarna.

Secam temisah Kepala BaDDeda
Karangasem I Ketut Sedanj Meta
mengakui,ada usulan anggaran Rp
1,6 miliaruntuk biaya pelikanaan
pemilihan perbekel. Di samping
itu ada iuga usulan untuk biaya
bimbingan teknis perbekel se-
Karangasem. "Tinggal menunggu
pembahasan di RAPBD Perlbahan
20151' kata Sedana Merta,

Dari 40 perbekel yang ja-
batannya telah berakhir di anta-
ranya dari Kecamatan Rendanq,
ada satu perbekel yang berakhir
dari enam perbekel, yakni Per-
bekel Menanga. Di Kecamatan
Sidemen ada lima iabatan Der-
bekel yang berakhir, dari 10 desa
yang ada.

Sedangkan di Kecahatan
Abang dari 14 desa, 6 perbekel
jabatannya telah berakhir dan
yang lainnya. Semua jabatan
perbekel yang lowong telah diisi
PNS. 6r k16
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TerancamMubdzir
Proses pemilihan perbekel masih

simpang siur karena pejabat yang punya
otoritas belum memberikan keterangan

akurat dan kepastian pelaksanaannya.

AMLAPURA, NusaBali
Anggaran untuk ajang pesta

demokrasr pemilihan perbekel
[Pilkel) di 40 desa se-Karangas-
em tahun 2015 dengan totaldana
hingga Rp 1,6 miliar terancam,
mubazir Sebab, setelah nantinya
jabatan perbekel ditetapkan, be-
Ium jelas pihak mana yang ber-
hak mengeluarkan SK Perbekel
dan melantiknya. Bahkan, Kepala
BPMPD (Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan
Desal I Komang Daging dan
Kabag Hukum Setdakab Karan-
gasem I Ketut Suwarna belum
mengetahui persoalan itu.

Sedangkan angg_aran Rp 1,6
milia4 maslh dalarn bentuk usu-

lan di APBD Perubahan 2015.
Perangkat hukum proses pemili-
han 40 perbekel mengenai UU
No 06 tahun 2014 tentang desa
dan Perda No 02 tahun 2015,
telah ada. Sehingga proses pe-
milihan perbekel masih simpang
siur setelah pejabat yang punya
otoritas belum memberikan ket-
erangan akurat.

Dihubungi di Amlapura,
Selasa [9/6), Komang Daging
men jelaskan, anAgaran tinggal
membahas di .qPgb Perubatran,
sedangkan ketentuan hukum
proses pilkel, sudah siap. "Soal
anggaran, saya sudah ajukqn
dan tinggal menunggu proses di
APBD perubahan 2015. Sedang-

I Kornang Daging

kan pqrangkathukum sudah ada,
tinggql pelaksanaan, personel
panitia kabupaten sudah siap,"
kata dia.

Komang Daging menambah-
kan, ada 40 perbekel dari 75
perbelel yang iabatannya be-
rakhiri hingga Desember 2015.
Nantiir)€ menggelar piikel se-
cara serentak, terbagi beberapa

boleh mengeluarkan SK
dan melantilcrya, semen-

I
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Dua Peiabat T anan Ditahan
ini- Nyoman Nadayana terkait kasus dugaan pdmerasan

CPNS di DKP Tabanair bni. Salsisebagai tersangka k4sus dugaan
pemerasan terhadap Calon Pesa-
wai Negeri.sipil [CF[$ di Din#
KebeBihan dan Pertamanan [$
ni I I aoanan.

Tersangka Gede laedm dan
Nyoman Candra Dewi-dijeblos-
kan ke LP Kelas IIB Tabanan
selaku tahanan titipan Keiati
Tabanan, Selasa sdre sekit#
pukul 15.00 Wita. Sebelum di-
taha4 kedua pejabat ini sempdt
diperika penyidik sdamt 5 jam
lebih di Kantor Keiari rlabanan.

Saat keluar dari lGntor Keiari
Tabanan untuk dibawa ke LP Ta-
banan kemarin sorel baik Gede
lagrem maupun Candra Dewi
sama-sama telah mcnsenakan
jaket bertuliskan "IahlnanKeiak-
saan Negeri Tabanani. Pantauan
NusaBali, terangka Candra Dewi
tampak keluar darirKejari Ta-
kirun dengan berlinang aif rnata
Sementara Gede lagrbm erlih*
lebihtenan& 1

Tak ada komentar +a pun dari
kedua tersangka kasrs dugaalr
pemerasan dengan korban CPN$
DKP Tabanan ini. Mereka langzung
digiring ke mobil tafurnnruntu|
dititip selama 20 hari ke dgpan d
LP Tabanan. Mereka didampingi
kuasa hukumnya, I NfomFn Naf
daydna I

Menurut Nyoman Nadayana,
sebelumnya tidak ada pemberir
tahuan dari Kejari T*anen iikf
kedua ldiennya ini akan latgsung
ditahan seusai Demerikaan ke.
rnarin "Surat dari lGiari Tabanat
kepada dualdien kami tpnya unUk
melengkapi keterangan tentang
peminjaman uangoleh hu Candra
Dewi kepada stafirya di kantor,"
ungkap Nyoman Nadayana saat
dikonfrmasiNusaBdi

Dia mengatakan, kedua klir
ennla stnd<akibatpenalnnanoldf

ada feeling jika
akan ditahan seu-

Indikasinp, dia
s medisdiruang

yang diperika, sebagiafr dari in-
temal DKP Tabanan Sel{in itu, 10
saksi korban iup diperilda tert<ait

"Saya srdah akan
ini (kemalinJ alian diajukan kuasa hulc.rn

karena saat tiba menurutAtangBawono,
hak mereka.zudah ada dua

Kepala Bidang (lGbid) Angkutan
DKP Tabanan Gede lagrem, yang
diduga melakukan pungli, jug5
dihadirkan unhrk berikan keteran-
gan Ged€ lagrem pun membantah
minta uang tcpada CPNS

Namur! pasca menq.Etnya isu
tersebut, Bupati Tabanan Ni Putu
Eka Wiryastuti melakukan mu-
tasibesar-b€saran ICN SuDanii dan
Gedelagrem dimutasi aari OP fa-
banan IGN Supanji dialihkan men-.
ladi Kepala Badan Pemberdayaan
MasyarahDesaIBPMD)Tabama
semenha @ Jagrem dimutasi
meniadi lGbid Ketenagakedaan
D$akert'ansTabanan

Dalam pertembangannfa Ke-

iari Tabanan terus menyelidiki
kasus dugaan pemerasan CPNS di
DKI tabanan rni hingga men€tap
kan Gede lagrem dan Nyoman
Candra Dewi sebagai tersangka.
Cede fagfem disangka dengan
Pasal 12 huruf e io Pasal 18 arat
t hunrfb W R Nomor 20 Taliun
2001 tentang perubahan atas lru
RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi lo Pasal 65 ayat 1 KUHP
jo pasal 55 ayat 1 KUHP. Sangkaan
kedua, Pasal 1.2 huruf e UU RI
Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tipikor jo Pasal
65 a}?t 1 KUHP jo Pasal 55 ayat
1 KUHP jo Pasal 53 ayat 1 KUHP.

Sedangkan Candra Dewi di-
sangkakan Pasal 12 hurufeio Pas-
al 18 ayat t hurufb UU Rl Nomor
20 tentang Perubahan atas UU Rl
Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tipikor jo Pasal
65 ayat 1 KUHP jo Pasal55 ayat
L KUHP. "Kedua tersangka dian-
cam pidana minimal4tahun dan
makimal20 tahun atau seumur
hidup, dengan denda minimal
Rp 500 juta maksimal Rp 1
miliar," beber Kasi Pidus Keiari
Tabanan, Fathur Rahman. Selasa
kemarin. 6 crS5,k21

kedua
sai De

aqa
di I1

unnu(
I CPNS

2002
l, dia

radilan
kami al
tandas

Dewi (
berapa

iis, Saya beritahukan
Gede lagrem dan lbu

Dewi, mereka terlihat

Dikonfi rmasi ter"isah, f\eDala
LPTabanaa lda BagJs tu+an4 me-
nyatakan tersangt<a GeG lagrem
dan

oleh

kliennya. Dia pun
surat panggiian

langsung menetap
ln. Nadayana juga

an kenapa surat
orang CPNS fang

'tidak ada pemeiasan
uan(, sama

pertimbal€an

Kare-

ajuKan pr:r'pe-

Gede lagrem dan Can-
dltitip penahanannya
nan selama 20 hari ke

Atang Bawono, pi-
memerika 41 saki

akan mengajukan salah seorang
dua Tabanan

ini. Selain ih1

l{adayarn, pihalnya
keianggalan di balik sehaq

can-
Ruang

fiasus Fng menyeret Iag-
rcm dan Nyoman
bagai brsangka ini

GS

dimintai uang Rp 60
ambil Surat KeDutusar

tahun2013. 
I

Sedangkan Kepala SKP Ta-
banan (walfrr iil), I cusd Ngurah
Supanji bantah isu pungUtan liar
(pungli) sebesarRp 60 juta lcpada
salah satu pega^ainya nng rnau
ambil SK CPNS 100 nerserfSaatio,

ini. 'Minggu ini 100 penen di
siapkan pra-pendilan " bekeria "SKCPNS iur

itu Kajari Tabanar!
Atang menyatakan pe- 60 juta?' ungl€p GS

lagrem dan Gndra media 7 Desember
kai€na ada be-

subjektif Selain dik-
melarikan diri, kedua diangkat menjadi

kuti pra-iabatan di Sanur,
Selatan Usai pra-jabatan,

penahanan " egas
sembari men)€but

80 peren turun dan
alat br
kami
Atang

dra Dt
diLPl
depan

hakkejaksaan
"Keduanya dalam
surat-surat penitiPan
juga lengkapi 'terang

l_.4enurut IB A.rdan4
Cede Jagrem ditempatl
ang Masa Pengenalan I
(Mapemaling) Nomor
tunaa bersama B tah:
hinnya. Sedangkan
dra Dewi ditempatkan
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Ke;iati Lanjutkan asus
PiniamanFik

* Ke,iari Kebut Penyelidikan Dugaan Koru Parkir
DENPASAR, l\usaBali

Kasus duplaan korunsi
&ngan modis fraud
[pinjaman fil<tifJ di Bank
Pembanguni,rn Daerah (BpDJ
Bali yang tel;rh menetapkan 

-

staf marketing BPD
CabangTabatian, Wayan
Sujana sebapiai terSangka
kembali dilaniutkan
Kejaksaan Tiriggi (KejatiJ
Bali.

Kasipenkum dan Humas
Keiati Bali, Ashari Kurniawan
mengabkan pada, Selasa [9/
6) penyidik melakukan
pemeriksaan lanjutan
terhadap Dirut BPD Bali,
Made Sudja dan manbn Plt
Kepah BPD Cabang Tabanan,
Wayan Suarl.ika. "Ya.
Keduanya sudah diperiksa.
Sudja tadi diperiksa jaksa
Fitrah dan Suartika diperiksa
jaksa Suardi,l' jelasnya saat
ditemui di nrangannya.

. Namun Ashari enggan
berkomentar terkait hasil
pemeriksaan dua petinggi
BPD Bali ini. Termasuk
kelanjuAn pemeriksaan
tgrsangka Wayan Sujana yang .

diduga tehh mehkukan
pinjaman fiktif dan
merugikan BPD hingga Rp 1,7
miliar. "Kasus ini masih terus
didalami penyidik," ujarnya
tanpa merinci hasil
pemeriksaan. -

Sementara i[r, Kejaksaan
Negeri IKejari) Denpasar
kembali melakukan
pemeriksaan dua saksi
terkait kasus dugaan korupsi
PD Parkir Kota Denpasar. Kali
ini, penyidik melakukan
pemeriksaan terhadap Kasi
Pengelolaan Gedung Parkir
Gedung dan Pelataran, I Bagus
Agung Pidada dan Kasi
Perencanaan, Made Budi
Antara. Kasi Intel Kejari

Denpasa4 Syahrir S.agir
mengatakan pemeriksaan rnr
masih berkutat terkait
ilpoksi masing-masing
Kepala Seksi.

Sehin iu.r" juga didahmi
terkait penyerhan. moda|
pemasukan dari juru parkir dan
karcis parkiS terkait sistem
perparkira n dan beberapa
pendapabn PD Parkir s6ra
qra pembagiannya. "Tadi
kami perilaa dari pukul 09.00
Wita sampai pukul 10.00
Wia," iehs Syahrir dahm
keterangannya pada, Sehsa
sore. Ditambahkannya, sehin
melakukan pemerikiaan
pihaknya juga menyiA
beberapa dokumen terkait
h.rpoksi para Kasi yang
diperiksa. Rencananya,
pemeriksdan akan
dihnjutkan hgi, Rabu (10/6)
dengan memeriksa Kasi
hinnya di PD Parkir. 6 rez
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Putusan Sela Dugaan Korupsi BBM

Sidang Lanjut, Terd
Tidak Ditahan

DENPASAR, NusaBali
Majelis hakim Pengadihn Tipikor

memutuskan mehnjutkan perkara dugaan
korupsi BBM bersubsidi dngan terdakwa,
Made Sueca Antara yang merupakan
anpgoh DPRD Jembnna. Meski &mikian,
Pol:itisiPDlP ini sendiribisa bernapas bga
set,rlah hakim tidak melakukan
penahanan.

Dahm puhtsan seh yang dibacakan
majelis hakirn pimpinanAchmad Peten Silli
di Pengadilan Tipikor Denpasar pada,
Sehsa (9/61 menyabkan menohk seluruh
eksepsi yang diajukan terdakwa dan
me'anjutkan perkara dugaan korupsi BBM

fenrbrana, Dahm putusan sela tersebut
juga menegaskan iika Pengadihn Tipikor
Denpasar memiliki kewenangan dalam
mengadili perkara ini. "Menolak semua
elsepsi terdakwa dan mebnjutkan sidang
inil' tegas Peten Silli.

Namun dabm putusan tersebur tidak
menyabkan penahanan terhadap anggoh
DPRD Jembrana ini, Sidang akan kembali
ditrrnjutkan pada pekan depan dengan
agenda pemeriksaan salci, "Sidang akan

dihnjutkan pekan &ngan ager rda
pemeriksaan saksi,
hakim. Sueca asal D

Dangin Tukad Aya,
kursi pesakitan
melakukan oen
pembelian
rekomendasi yang
Perindusb"ian dan
IDisperindag) femb
penyimpansan ini senrpenyimpangan ini send
2012b\r

Saat i!.I Suecd yang merupakan pemil k
UD Sumber Maju dengan status usah a
kecilmengajukanrekomendasipembelia n
BBM bersubsidi unrtuk indush y
pengoiahan serabut kelapa milikny, L
Meski rekornendasi pdmbelian BB' r,l

maje lis
al Dlsa

duduk di
didakr va

ngan dala m
melal ui

tersebut seharusnya didunakan unb. lk
usaha ienis mikro, namr.in Disperindi rg
fembrana mehluiKadis P{rindag Ni lVa e
Ayu Ardini tetap tnengeluark, rn
rekomendasi pembelian BBM bersubs rur

Ayu Arqlnl retap mengeluark, ln
rekomendasi pembelian BBM bersubs ror
ini. Berdasarkan rekomeldasi itu, Su( rca

diberikan hak membeli dohr bersubs idi
300 liter perhari. & rez

Perdagang: Ln

na. Dugaa n
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Sertakan Modal ke BPil Bali,

Buleleng Rancang Rp l0 Miliar Setahun
SINGARAIA, NusaBali

Pemkab Buleleng tidak ingin
jor-joran dalam penyertaan mod-
al ke Bank Pembangunan Dae-
rah (BPDI Bali. Dalam r4ncangan
Perda penyertaan modal, Pemkab
Buleleng hanya memasang angka
sebesar Rp 10 miliar setahun.

. Angka tersebut untuk mencapai
target penyertaan modal sebesar
Rp B0 miliar dalam kurun waktu
5 tahun.

Hal tersebut terungkap dalam
pembahasan Ranperda peny-
ertaan modal antara Panitia
Khusus (Pansus) DPRD Buleleng
dengan gabungan komisi serta
satuan l(erja perangkat daerah
(SKPD) terkait, Selasa (9/6)
pagi di Gedung DPRD Buleleng,
lalan Veteran, Singaraja. Rapat
tersebut dipimpin oleh Wakil
Ketua DPRD Buleleng I Made Adi
Purnawijaya, serta dari Eksekutif
dikoordinir oleh Asisten II dan III
Setkab Buleleng.

Semula kalangan Dewan ingin
agar penyertaan modal ke BPD
Bali digenjot hingga 5 persen dari
total modal BPD Bali. Alasannya,
agar deviden yang diterima Pem-
kab Buleleng sebanding dengan
keutungan yang diberikan oleh
masyarakat Buleleng terhadaP
BPD Bali cabang Buleleng. "Se-

lama ini, BPD Bali di Buleleng itu
memberikan kontribusi keutun-
gan yang cukup besar bagi BPD
Bali. ltu artinya, perputaran uang
di Buleleng dari BPD Bali cabang
Buleleng sangat besar. Agar ada
timbalbalikya maka deviden itu
harus dibagi rata, minimal kita bisa
mendapat 5 persennya;'kata Ketua .
Pansus Il, Putu Tirta Adnyana.

Menurut politisi Partai Golkar
asal Desa Bondalem, Kecamatan
Tejakula ini, penyertaan modal
hingga 5 persen dari modal BPD
Bali itu bisa dilakukan sepan-
jang eksekutif berani melakulian
upaya efisiensi anggaran.

"Sekarang saja untuk ang-
garan tenaga kontrak itu bisa
mencapai Rp 4 miliarlebih, kalau
ini bisa dilakukan efisensi, semes-
tinya kita mampu menyertakan
modal lebih dari itu," tegas Tirta
Adnyana.

Sementara Asisten III Set-
kab Buleleng, Ketut Asta Semadi
menyatakan, penyertaan modal
ke BPD Bali dengan angka sebe-
sar Rp 10 miliar setahun itu,
sudah berdasar perhitungan dari
Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah (BPKADJ Buleleng
bersama dengan Pansus I yang
membidangi Ranperda penyer-
taan modal tersebut.

''Pada intinya, kamijuga ingin
lebih dari itu untuk mendapat
dcvidcn yang lebih besar, tapi
angka itu sudah berdasar per-
hitrngan, tentu perhitungan itu
mdLihat kemampuan keuangan
daerah dan sumbernya juga tentu
sudah diperhitungkan," jelasnya.

Dalam draf Ranperda peny-
ertban modal ke BPD Bali, pihak
eksekutif menargetkan hingga ta-
hun 2020 nanti, total modalyang
disertakan mencapai Rp B0 miliar
Saat ini, Pemkab Buleleng sudah
menyertakan modal hampir Rp
30 miliar, denganjumlah deviden
ya4g diperoleh mencapai kurang
lelJih Rp 9 miliar pertahun.

Nah, untuk mencapai target
Rp 80 miliar dalam lima tahun
Pemkab akan menyetorkan modal
setiap tahun sebesar Rp 10 miliar
Konon, modal yang disetorkan
setiap tahunnya itu tidak saja
bersumber dari APBD murni,
mclainkan juga dari devidenyang
diterima. Dari total deviden dit-
erifna Rp 9 miliat 60 persennya
di*torkan kembali sebagai mod-
al. Itu artinya, modal yang dis-
etorkan darideviden itu sekitar 6
miliar, sehingga Pemkab Buleleng
akan mengeluarkan tambahan
dana dari APBD sebesar Rp 4
mif iar 6: k19
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sidang Terdakwa Tim 9 proyek Dermaga Gunaksa

Dikonfrontir, Saksi Sangkal
iA& NusaBali
lis hakim Peneadilan
Denpasar kon-frontir

erangan tiga saksi dalam
us dugaan korupsi pen-
aan lahan proyek Dermam
raksa, Desa Gunaksa. Ke-

an-Dawan, Klungkung
siclang lanjutan dengan
a Tim 9 [Panitia p-en-

I"ahan), Selasa (9/6).
rlnya, ada empat salai
sedianya dikbfrontir
sidangkemari4naniun
di antiranya mangkii
mantanCamatDawan, I

saksi yang dikonfron-
n persidangan di pen-
Tipikor, Selasa kema-
nasuk mantan Bupati
ung Wayan Candra.
<an dua saksi lafrrnya .

Saksi Made Ai; ApOOara Juni saat sidang terdakwa Tim 9, Setasa (9/6). Beriamlung ke Hal_15 KolOm. 1

yyu's vu,,, roor nrudrg reru.lKWa rtm y, Setasa (9/6). BefSamb



Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilarr Provinsi Bali

Edisi

Hal

: RObu, [o owtt ](,tf
.rf

Dikonfrontir, Saksi Saling Sangkal

masing-masi g I Wayan Tika
(mantan Plt Kldis Perhubungan
Klungkungl dah Ni Made Anggara
funi Sari (PNS Pemkab Klung-
kung yang pemilik lahan di Der-
maga Gunaksa). Sedangkan saksi
Wayan Sujana, gagal dihadirkan
karena alasan ada kematian.

Mereka dikonfrontir keteran-
gannya untuk tiga terdakwa dari
Tim 9, yakni I Ketut Janapria
(mantan Sekda Xlunglang/i Ketua
Tim 9), I Madq Ngurah (mantan
Asisten I Tath Pemerintahan
KlungkungilV4kil Ketua Tim 9J,
dan AA Sagung Mastini fmantan
Kepala BPN Klungkung/Wakil
Keua Tim 9).

Para saksi yang dikonfontir
keterangannya kemarin, sudah
sempat memberikanl€sakidan di
persidangan sebelumnya- Namun,
mereka sebelumnya memberikan
keterangan di waktu berbeda.
Mantan Bupati Candra misaln}/.a,
memberikan keterangan selaku
saki dalam persidangan dengan
terdak\Mahio tctutlanapri4 Made
Ngunh dan Sagung Mastini di Pen-
gdilan llpikor, Rabu (3/60 lalu

Dalam persidansan di pen-
gadilan Tipikor Seta"sa kemarin,
ketiga saksi yang dikonfrontir
saling menyangkal keterangan
satu sama lain. Saksi Made Anq-
gara Juni Sari yang diperiksa
pertama, menqaku tidak oernah
membeli tanah di lokaii yans
akan digunakan untuk prbye[
Dermaga Gunaksa teisebut.
Anggara Juni mengaku KTp-nya
sempat dipinjam Bupatj Klung-
kung Iwaktu itu) Wayan Candra
untuk suatu keperluan. Nalnun,
lanjut di4 KTp-nya digunakan
untuk membeli tanah di Desa
Gunaksa.

Bahkan, Anggara Juni yang

iuga telah menjadi rersanska
datam kasus proyek Dermiea
Lunaksa ini mengaku sempit
mendandatangani akta lual beli
di notaris terkait tanah di Desa
Uunaksa tersebut Selain itu, pNS
remxab Ktungkung inijuga men_
gaKu sempat menandatansani
t<witansi pembayaran gantu-rugi
untuk pembangunan Dermaga
U^unaksa sebesarRp 1,1 milial.
)aya sempat tanda tansan kwi-

tansi tersebut di Ruani SekDri
Bupati I{ungkung, 'aku engqira
lunr.

Dalam sidangkemarin, matelis
hakim pimpinan Beslin Sihomb-
ing sempat mencecar saki Ang-
gara Juni terkait uang Rp 1,1
miliar tersebut. "Masak kamu
tidak terima sepeser pun uang
itu [Rp 1,1 miliar, Red)?" tanya
hakim Beslin Sihombing. Saksi
Anggara Juni yang terpoiok terus
mengatakan tidak pemah terima
uang tersebut. "Sumpah demi
Tuhan saya tidak pemah terim4"
jawabnla.

majelis hakim.

Iga terdakwa llm g yakni KetutJanapria (kanan), Made Ngurah (tengah), dan AA Sagung Mastini di

Gunaksa. Dia
pemah minta
na ndatangani
rugi tanah Rp 1,1

7'
I
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Sidang Terdakwa Tim 9 proyek Dermfn, crnaksa

Dikonfrontir, saksi salin$ sangkal
DENPASAR NusaBati

Majelis hakim pensadilan
i kor Denpasar kon-frontir
erangan tiga saksi dalam
us dugaan korupsi pen-

8a un lahan proyet butrham
aksa, Desa Gunaksa, KE-Gu

ca atan.Dawan, Klungkung
m srdalg lanjutan dengandal

terr lakwa Tiir 9 (paniua f?n-
un LahanJ, Selasa (9/6),g2l

Sel etulnya, 
"da 

empatiikii
g sedianya dikbfrontir
m-sidang kemarin, namun

ya
dalr
sat .di antiranya ni"ng[i.

rr rnantan CarnatDawan, IvI
Wa anSujana

tir
iga saksi yang dikonfron-

ga
ilam persidangan di pen-
an Tipikor, Selasa kema-

rin, ermasuk mantan Bupati
Lgkung Wayan Candra.Klu

Sedr Lgkan dua 
-saksi 

lainnya

:::*":lssaraJunisaat 
sidans terdakwa rim e, setasa (9/6). Eerrambung ke Hal-'|5 Kolom' 1
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Dikonfrontir; Saksi Saling Sangkal

yrkni KetutJanapria (kanan), Made Ngurah (tengah), dan AA Sagung Mastini di Tipikor, Selasa (9/6).

6-
:
@

lz
a

masing-rnasing I Wayan Tika
(mantan lPlt lGdis Perhubungan
Klungkung) dan Ni MadeAnggara
funi Sari (PNS Pemkab Klung-
kung yang pemilik lahan di Der-
maga Gunaksa). Sedangkan salsi
Wayan Sujana gagal dihadirkan
karena alasan ada kematian.

Mereka dikonfrontir keteran-
gannya uptuk tiga tedakwa dari
Tim 9, yakni I Ketut ]anapria
(mantan Sekda I{ungkung/Ketua
Tim 9),1 Made ttlgurah (mantan
Asisten I Tath JPemerintahan
Klungkung/Wakil Ketua Tim 9J,
dan AA Sagung Mastini (mantan
Kepala BPN Klungkung/Wakil
Ketua Tim 9).

Para salai yang dikonfontir
keterangannya kemarin, sudah
sempatmemberikan kesaksidan di
persidangan sebelumnya. Namun,
mereka sebelumnya memberikan. keterangan di waktu berbeda.
Mantan Bupati Gndra, misalnya,
memberikan keterangan selaku
saksi dalam persidangan dengan
terdaln^ratrio l(eutf anapria, Made
Nguralr dan Sagung Mastini di Pen-

_ gadilan Trplkpr, R4!q (V60 lalu

Dalam persidangan di pen-
gadilan Tipikor. Selasa kemarin,
ketiga saksi yang dikonfrontir
saling menyangkal keterangan
satu sama lain. Saksi Made Ang-
gara funi Sari yang diperiksa
pertama, mengaku tidak pernah
membeli tanah di lokaii yang
akan digunakan untuk prbyel
Dermaga Gunaksa teise6ut.
Anggara Juni mengaku KTp-nya
sempat dipinjam Bupati Klung-
kung (waktu itu) Wayan Candfu
untuk suatu keperluan. Namun,
lanjut dia, KTP-nya dieunakan
untuk membeli t'anah-di Desa
Gunalsa.

Bahkan, Anggara funi yang

Dalam sidangkemarin, majelis
hakim pimpinan Beslin Sihomb-
ing sempa! mencecar saksi Ang-
gara Juni terkait uang Rp 1,1
mihar tersebut. "Masak kamu
tidak terima sepeser pun uang
itu [Rp 1,1 miliar, RedJ?" tanya
hakim Beslin Sihombing. Saksi
Anggara f uni yang terpojok terus
mengatakan tidak pernah terima
uang tersebut. "Sumpah demi
Tuhan saya tidak pernah terim4"
jawabnya.

Sementar4 saksi mantan Bu-
pati Candra membantah semua
kelerangan Anggara Juni. Dia
menegaskan tidak pernah meng-
gunakan KTP milikAnggara funi
untuk membeli tanah di Desa
Gunaksa. Dia juga menyangkal
pemah minta Anggara Ju4i me-
nandatangani pembayara! ganti
rugi tanah Rp 1,1 miliar di Rruang
Selgri Bupati Klungkung.'Tidak
Denar semua keterangan terse-
but," ujar Candra saat ditanya
majelis hakim.

juga telah menjadi tersangka
dalam kasus proyek Dermiga
cunaksa. ini mengaku sempat
mendandatangani akta iual beli
di notaris terkait tanah di Desa
Gunaka tersebut Selain itu, pNS
Pemkab Klungkung ini juga men-
gaKu se.mpat menandatangani
kwitansi pembayaran gantu rugi
untuI( pembangunan Dermaga
{.r_unaksa sebesarRp 1,1 miliar."Saya sempat tanda tangan kwi-
tansi telsebut di Ruang Sekpri
Bupati Klungkung,' aku Anggara
luni.

ir :;*; ;r:r:-.F 
,*r,,
t'',,,

r'.

ffi,
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Sebalilmya, salsi Wayan Tika
dalam sidang kemarin sempat
beberapa kali dibentak maj-lis
hakim, karena mantan Plt lGdis
Perhlrbungan Klungkung ini
membuat keterangan berubah-
ubah. Awalnya, Wayan Tika sem-
pat mengatakan jika uang ganti
rugi untukAnggara funi diambil
CamatDawan (waku inr) Wayan
Sujana atas perintah Candra.
Namun, saat ditegaskan majelis
hakinl Wayan Tika justru berke-
lit dan mengatakan tidak tahu

"Sayahanyamembuatkan

Sari," tandas Wayan Tika.
Wayan Tika yang kini

jabat sebagai Asisten II I
Klungkung pun sempat
tak majelis hakim sadt

lasitansi pembayfu'an ganti n
Yang satu untuk W.ayan Sujar
karena dia yang bertanggu
jawab mengambil uang. Darl s:
lanriansi lagi untuk Anggara ft

siapa yang menyuruh V
Sujana mengambil uang
rugi milik Anggara funi sr
Rp 1,1miliar.

ma Dinas Perhubungan. Ne

ketika disuruh maju untuk
hat kwitansi, dia langsung
gubah keterangannya dan
gatakan namanya yang terl
"l(amu baru maju selangkah
sudah ganti keterangan,"

nr-.


